
QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2OO9

TENTANG

PERTANGGU NGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN EELANJA KOTA TAHUN

BISMITTAHIRRAH MANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ATLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTATANGSA.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  184 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemer intahan Daerah sebagaimana te lah d iubah beberapa kal i  terakhi r  dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah,  Kepala Daerah mengajukan Rancangan

Qanun tentang Pertanggung.yawaban pelaksanaan APBK kepada Dewan Perwaki lan Rakyat
Kota (DPRK) berupa laporan keuangan yang te lah d iper iksa o leh Badan Pemer iksa Keuangan
pal ing lambat  6 (enam) bulan sete lah tahun anggaran berakhi r ;
bahwa untuk maksud tersebut  d i  a tas per lu mempertanggung1awabkan Pelaksanaan APBK
Kota Langsa Tahun 2008;

bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud pada huruf  a dan b d i  atas per lu
d ia tu r  da lam Qanun .

Undang-Undang Nomor l -2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 68,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana te lah d iubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara l 'Jomor 3569);
Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi  Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor:11,  lambahan Lernbaran Negara Nomor 3685) sebagaimana te iah
diubah dengan Undang Un, lang No 34 Tal rurr  2C0O (Lenrbaran Neqara Iahun 2000 i ' i . . r r t tor -
246,  Tambahan Lembaran N, :gara Nornor  4048);
Undang-Undang Nomor 2 l  lahLrr  l t l9 ' /  tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanair  dan Bangutran
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,  Tambahan Lembaran Negara Nomor - j6b8)
sebagaimana te lah d iubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lenrbaran Nt- -gar .a
Tahun 2000 Ncmor 130,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bers ih dan
Bebas Korupsi ,  Kolus i  Can l ' .Jepotrsme (Lembararr  Negar- . ;  l 'a i - rL; r r  1999 Nomor 75,  Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nornor  83 Tambahar '  Lel rbar , tn Negara f lomor 4110);  '
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korr is i  Perrberantasan Ti r rdak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Tahun 20: , :  Nomor 137,  Tanrbal ran Lenrbaran Negara Nomor 4250);

Unclar- rg Undang Nornor  1. .  l . r i - r r r - r  2 l )04 tc | r1a: i rq i 'c ; r ' t i - r . . :n tukar :  Peraluran PerundanrJ

Undangan  (Len rba ran  Negara ' i  ahun  2004  Nonro r  53 ,  l an r i : ahan  Lembaran  Negara  i \ on ro r
4389):
Undang,Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pererrcanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2OM Nomor 104,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 3. '  Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 125,  Tanrbahar-r  Lernbaran i 'Jegara Nornor4437) sebagaimana te lah c l iubah

beberapa kal i  terakhi r  dengan Urrc iang lJndang Nonror  12 Tahun 2008 tentang Perucahatr

Kedua Atas Undang-Undanc r lc l ro: ' l l  i : rhun 10, , ' - i  ter r tang Pemer intahan Daerah (Ler ; rbaratr

Neqara Tahun 2008 Nomor : ,9 ,  l 'anr l ler tar ]  LenibJrar l  l \eqara i lo tnot '4844);

2008
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10.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan Antara Pemer intah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun

2006 Nomor 62,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12.  Peraturan Pemer intah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
200L Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119,  Tambahan Lembaran Negara Nomor4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor47,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

l -6.  Peraturan Pemer intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelo laan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48,  Tambahan Lembaran Negara l \omor
4502);

17.  Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi  Pemer intahan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

18.  Peraturan Pemer intah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pin laman Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 131,  Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4570);

19.  Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Per imbangan (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor L37,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21.  Peraturan Pemer intah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 139,  Tambalran Lembaran Negara Nomor 4577);

22.  Peraturan Pemer intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo laan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan l .er .nbaran Negara Nomor 4578);

23.  Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Perryusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomr:r  150,  Tambahan Lenrbaran

Negara Nomor 4585);
24.  Peraturan Pemer intah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemer intah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,  TanrLtahan

Len rba ran  Negara  Nomor  4593 ) ;
25.  Peraturan Perner intah Nomor 8 Tahurr  2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineqa instansi

Pemer intah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,  Tatnbahan Lembaran Negara t . lo t ror

4674);
26.  Peraturan Pemer intah Nornor  -? Tahrrn 2007 tentang Laporan Penyelenqgaraan Pemer intahar- l

Daerah kepada Pemer intah,  Laporan Kelerangan Per langgt i r rg.1awaban Kepaia Daerai t  r rpacia

Deuran Perwaki lan Rakyat  Daerah,  dar  ln forrnasi  Laporan Penyelenggaraan Pemer i r r ta i rar- r

Daerah Kepada Masyarakat  (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2007,  Tambahan Lernbaran

Negara Nomor 4693);
27.  Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/)asa Pemer intah sebagaimana te lah d iubal r  beberapa kal t  tc ' rakhtr  c iengan Peraturan

Presiden Republrk  lndones,a Nonror  ! r5 i ; :hr i i - r  2O0T le i r tarrg Perubahan Ketu lL l t r  Atas

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penq.rdaan

Barang,/Jasa Pemerintah;
28.  Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo laan

Keuangan Daerah,  sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor

59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 13 
' fahun

2006 tentang Pedoman Perrgelo laan Keuangan Daerah;

29.  Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belan1a Daerah Tahun Anggaran 2008;

30.  eanun Kota Langsa Nomcr 1 l -ahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanla Kota

(APBK) Tahun Anggaran 20io lLcnruarar  Daer ' ; i r r  i i . ) ra Langs. t  I 'ahun 2008 Nonror  6) ;

31 .  Qanun  Ko ta  Langsa  Norn r , ,  ' ( ' r ' - . i ' , . r r ' l i r i r r  t r r ' l ; : ' r c l  [ ] ' , l r ' , uahan  Angga ran  Pendapa t : r ' r  d rn

i le lania Kota (APBK) Tahur- t  . - .  . l . r  , :  -  ' , : i ' . , ra i ' l  i l . r , i ' . r  : io t , :  .ar ' . : l  :a  - l ' : . lhL, l t . .0Ct  
NOmor , ' , , ,

32. Qanun KotaLanOsa .f,1



32.  Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelo laan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor L2).

Dengan Percetujuan Ber:ama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WATIKOTA LANGSA

MEMUTUS}(AN:

MenetapKan: QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEIANJA KOTA LANGSA TAHUN 2OO8

Pasal 1
(1)  Per langgung. lawaban Pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:

a.  Laporan Real isasi  Anggaran;
b. Neraca;
c.  Laporan Arus Kas;  dan
d.  Catatan Atas Laporan Keuangan;

(2)  Laporan Keuangan sebagaimana d imaksud dalam ayat  (1)  dr lamprr i  dengan laporan k iner ja
dan ikht isar  laporan keuangan badan usaha mi i l ik  daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2
La1:oran Real isasi  Anggaran sel . lagarn,ani i  d inraksud pada Pasal  1 huruf  a tahun anggar ' ; r l  200t
s e b a g a i  b e r r k u t .

a .  Pendapa tan . . . . . . . . . . . .  Rp .322 .850 .280 .947 ,00
b .  Be1an1a . . . . . . . . . . . . . . . . .  f i p ' . i , 1 : , . i 13 .60 '1 .9 ! r6 ,01

Surplus/def is i t . . . . . . . . .  Rp (263.324.049,01)

c .  Pemb iayaan . . . . . . . . . . . .
Pene r imaan . . . . . . . . .  Rp .  17611 .988 .351 ,11
Pengeluaran. . . . . . . .  Rp.  2.239.062.673 OA

Pembiayaan Net to. . . . .  Rp.  15.372.925.728, IL
d.  Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun

berkenaan (Sr lpa Tarrun Anggaran 2O0B) Rp.  15.109.601.679, I0

Pasal 3
U .a ian  Iapo ran  rea l i sas r  angga ra ' r  seb , ,ga lnana  c l imaks t  d  pada  Pasa l  2  sebaqa i  be . i k t r t :

(1)  Sel is ih anggaran dengan real isas i  Dendapatan sejumlah
Rp (305.382.171,0A) dei  r ;an t - r r : t  r : r ' r  sebaq; i i  l t t l  i f :u ' t  :

a r .  Angga ranpendapa tanse . te l3 l r r )e r r r l ) anan  Rp i22 .544 .E9S .176 ,00
b. Realisasr Rp; -r., ' .E!,0JAt),9'12,!lQ

Se l i s i h  l eb rh / ( ku rang )  Rp  (305 .362 . i  71 ,00 )

(2)  Sel is ih anggaran dengan real isas i  belanja sejumlah
Rp 15.100.102.909,10 derrgan r rnc ian sebagai  ber ikut :

a.  Anggaran belanja sete lah perubahan Rp 338.213.707.905,11
b. Rearisasi Rp.32.1,113.6!4.196.41

Sel is ih l< b ih/ (kurang) Rp 15.100.102.909,10

(3)  Sel is ih anggaran dengan real isas i  surp lus/def is i t  se jumlah
Rp (15.405.485.680,10)  dengan r inc ian sebagai  ber ik t r t  :

a. Surplus/def is i t  setelah perubahan Rp (15.688.809.729,I I \
b. Realisasi I-lp rr6-rl2+,q49 Q1-)

Sel is ih lebih/(kurang) Rp (15.405.485.680,10)
@) setisih .y'0



(4)

/ q \

(6)

Sel isrh anggaran dengan real isas i  pener imaan pembiayaan sejumlah
Rp 331.796.081,00 dengan r inc ian sebagai  ber ikut  :

Anggaran penerimaan pembiayaan setelah
peruDanan
Real isasi

Selisih lebih/(kurang)

Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

Real  isas i
Sel is ih lebih/ (kurang)

Rp 17.943.784.432,11
Rp 17.611.988.351,11
Rp 331.796.081,00

perubahan
Rp 2.274.974.703,00
Rp 2.239.062.623,00
Rp 35.912.080,00

Rp 15.668.809.729,1I
BS 1s,lz?.925.28,11
Rp 295.884.001,00

t  huruf  b per  31 Desember Tahun 2008 spbaoai

Sel is ih anggaran dengan real isas i  pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp 35.912.080,00 dengan rincian sebagai berikut :

Sel is ih  anggaran dengan real isas i  pembiayaan net to sejumlah
Rp 295.884.00L,00 dengan r inc ian sebagai  ber ikut :

a.  Anggaran pembiayaan net to perubahan
b.  Real isasi

Sel isrh lebrh/(kurang)

Pasal  4
Neraca  sebaga imana  d imaksud  pada  Pasa l
D E T I K U T :

a .  Jum lah  ase t
b.  . lurn lah kewal iban
c.  . . lurn lah ekui tas dana

Pasal 5
Lapo ran  a rus  kas  sebaga imana  d imaksud  pada  Pasa l  I
dengan 31 Desember Tahun 200E sebagai  ber ikut  :

a .  Saldo kas awal  per  1 Januar i  2008
b.  Arus kas dar i  akt iv i tas oper ; rsr
c.  Arus kas darr  akt rv i tas Investast  asset

non  keuangan
d.  Arus kas dar i  akt iv i tas pembiayaarr
e.  Arus kas dar i  akt iv i tas nonproqrarr
f  ( . a t d n  r a < ,  a k h r r  n p r  3 f  D e s c , , r r t r '  . C O B

Lamprran I
I  a m n i r a n  T  T

Lampiran I .2

Lamp i ran  I . 3

Lamprran I .4

Lampiran I I

Rp 639.832.431.062,38
Rp /.182.190.515,62
Rp 532.350.24q.486,16

hu ru f  c  un tuk  t ahun  yang  be rakh i r  sampar

17 .616 .065 .624 ,11
i , : t  ,15D.07;  r  57 99

(61.7 29.40i .207,00)
( :  239.06:  i ,23,C0)

1C0.14b -'r42,00
1"5.213 82: , . .294,10

Laporan reai lsasr  anggaran;
i? ingkasan laporan real isas i  anggaran menurut  t t rLJsan
pemer intahan daerah dan organrsasr ;
Rinc ian laporan real isas i  anggaran menurut  urusan pemertntahan
daerah,  organisasi ,  pendapatan,  belanla dan pembiayaan;
Rekapi tu las i  laporan real isas i  anggaran belanla daerah menurut

urusan pemer intahan daerah,organisasi ,program,dan kegiatan;
Rekapi tu las i  laporan real isas i  anggaran belanla daerah untuk

keselarasan c larr  keterpaduan urusan pemer intahan daer; i r  dan
fungsi  daiarr r  kerar . rgka petrgolahan keuangan negara;
l 'J eriit.r'

, . t /

t r r r

R r ,

, . y

F r r

' ' r

Pasal 5
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana d imaksud pada Pasal  t  huruf  d tahun anggaran

2008 memuat in formasi  baik  secara kuantat i f  maupun kual i ta t i f  a tas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana d imaksud pada Pasal  1 tercantum dalam
Lamp i ran  Qanun  i r r t ,  t e rd i r i  da r i  :

c.LamVnanIIt.Vh



c. Lampiran III

d .  Lampiran IV

D iundangkan  d i  Langsa

trada tarlggal 1 Q(t-o-ber 2-qq9-M
i l  Svawal  1430 H

rf1_sr

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO9 NOMOR 4

: Laporan arus Kas;

: Catatan atas laPoran keuangan;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana d imaksud pada Pasal  1 ayat

a. Laporan kiner.;a tercantum dalam lampiran V Qanun ini "*)

b.  Ikht iar  laporan keuangan badan usaha mi l ik  daerah/perusahaan

Qanun  i n i .
Pasal 9

Berdasarkan eanun ini, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

pelaksanaan APBK.
Pasal 10

Qanun in i  mula i  ber laku pada tanggal  d iundangkan.

Agar set lap orang mengetahuinya,  memer intahkan pengundangan Qanun in i  dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan d i  Langsa
pada tangqal ! Oklsber 20Q9 M

1 I  S Y a w a l  i l r ' r ;

(2) terdiri dari :

daerah dalam lampiran VI

TA LANGSLC

TARIS DAERA


